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PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.P/2016/PA Sgm

LENNFE Y T
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili
perkara permohonan penetapan wali pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

K#*ex Binti M**** umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1
(S.1), Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat
tinggal di XXX Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut
Pemohon.

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali
dari kedua orang anaknya yang bernama :

L KRk kb By ek

_ K*** B**** C***** Blnt; F****

yang masih di bawah umur/ belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan
belum pernah menikah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
bertanggal 01 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sungguminasa  dengan Nomor 116/Pdt.P/2016/PA Sgm, telah

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa K**** Binti M****/ Pemohon adalah ibu kandung dari ke-dua orang

anaknya yang masing-masing bernama:

| K¥** Crexxx Bin Fr* (ymur 5 tahun/ lahir tanggal 22 Nopember 2010
sesuai dengan Akta Kelahiran No0:7371.AL.2010.039641 tanggal 21
Desember 2010),
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Il K¥*x Bk Collk Bintj Fr**(umur 3 tahun/ lahir tanggal 3 Oktober 2012
sesuai dengan Akta Kelahiran No: 7371-LU-16102012-0112 tanggal 16
oktober 2012),

2. Bahwa ke-dua orang anak tersebut di atas merupakan anak dari hasil
perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama F**** Bin
A***yang mana perkawinannya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal
26 Nopember 2010 M atau bertepatan dengan tanggal 19
Dzulhijjah 1431 H, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 1305/152/Xl/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, tertanggal Surabaya, 26 Nopember
2010;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan F**** Bin A*** tersebut telah
dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
| Krkx Citix Bin E% dan
I, K Bk Coomns B s

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014, suami Pemohon yang bernama
F*** Bin A**** telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di
Kota Makassar sebagaimana dibuktikan dengan Akta kematian Nomor:
7371-KM-29082014-0001 vyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 29 Agustus
2014;

5. Bahwa setelah F**** Bin A*** yaitu suami Pemohon meninggal dunia, ke-
dua orang anak yang bernama K*** Crrrxx Bjn [raxxt dgn Krsx Brrrx
CHexxxx Binti F****  tinggal bersama dan diasuh serta dididik dengan
sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental
spiritualnya dengan baik oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya
Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuiji
dilingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang
baik bagi ke-dua orang anaknya;

6. Bahwa oleh karena K*** C****x Bin fxvvkx (gn K¥vx Brvkk Cidkrx Bint
F****pelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah (belum
dewasa), sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan

hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;
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7. Bahwa oleh karena K*** C***** Bjn F*** dgn K** B Crekkx Bjng
F****saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon yang juga merupakan
ibu kandungnya, maka dengan dasar ini pula Pemohon, memohon
kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk
ditetapkan sebagai wali dari ke-dua orang anak kandungnya tersebut
untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;

8. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan K**** Binti M****/
Pemohon untuk menjadi wali dari K*** C**** Bin Frexxx dgn Krrx Bk
G Bt s

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali
adalah dalam rangka untuk melakukan perubahan/ balik nama semua
aset baik bergerak maupun tidak bergerak atas nama (Alm) F**** Bin
A**** (suami Pemohon);

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan
dasar permohonan Penetapan Wali, maka Pemohon memohon kehadapan
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai
berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pemohon (K**** Binti M****) sebagai wali dari anak
kandungnya bernama:

[, K¥* C**x Bin B (uymur 5 tahun/ lahir tanggal 22 Nopember
2010),

[l.  Kxex Brexx Crieek Binti F***(umur 3 tahun/ lahir tanggal 3 Oktober
2012);

3. Menetapkan K*** Binti M****/ Pemohon dapat mewakili ke-dua anak
kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Subsider :
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih
dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka
untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa :

v Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1305/152/Xl/2010 atas nama Frengky
dengan Katrina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kenjeran, Kota Surabaya, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi
kode P.1;

v' Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.039641 atas nama
Kevin Ciutranensal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2010, oleh Hakim,
alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah
bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

v' Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-16102012-0112 atas
nama Keyko Balgis Ciutrarekska, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 16 Oktober
2012, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

v' Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-29082014-0001 atas
nama Frengky yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29 Agustus 2014, oleh Hakim, alat
bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah
bermeterai cukup, lalu diberi kode P .4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan dua
orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara
terpisah masing-masing bernama :

1. P Bin M*** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut :
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e Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;

e Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama F**** Bin A****;

e Bahwa F*** Bin A**** telah meninggal dunia pada tanggal 17
Agustus 2014 karena kecelakaan lalu lintas;

e Bahwa almarhum F*** Bin A**** dengan K*** Binti M**** telah
dikaruniai 2 orang anak yang masih di bawah umur bernama Kevin
Ciutranensal, umur 5 tahun 8 bulan dan K*** B*** C*ex - ymur 3
tahun 9 bulan;

e Bahwa sejak F**** Bin A**** meninggal dunia, kedua orang anaknya
dipelihara oleh Pemohon sampai saat ini;

e Bahwa Kevin Ciutranensal dan K*** B**** C*** gsgngat memerlukan
hak perwalian demi masa depan serta demi menjamin kesejahteraan
dan perlindungan hukum, dan untuk merubah atau membalik nama
semua aset milik suami Pemohon;

2. R¥eeex hinti M Breeex o di pawah sumpahnya yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi, sedangkan
Kevin Ciutranensal dan K*** B*** C***** gdalah cucu saksi;

e Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama F**** Bin A****;

e Bahwa F*** Bin A**** telah meninggal dunia pada tanggal 17
Agustus 2014 karena kecelakaan lalu lintas;

e Bahwa sejak F**** Bin A**** meninggal dunia, kedua orang anaknya
dipelihara oleh Pemohon selaku ibunya sampai saat ini;

e Bahwa selama hidupnya, F**** Bin A*** hanya mempunyai 1 orang
istri yaitu Pemohon;

e Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali
adalah untuk merubah atau membalik nama semua aset milik suami
Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon
menyatakan membenarkan, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan
secara lisan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan

dari Majelis Hakim;
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap telah

termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini ;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon
adalah untuk diangkat sebagai wali terhadap kedua orang anaknya yang
bernama Kevin Ciutranensal dan K** B*** C*=** herhubung ayah
kandungnya telah meninggal dunia, sedang Pemohon sebagai ibu kandung
kedua anak tersebut telah dipercaya oleh pihak keluarga menjadi wali untuk
merubah atau membalik nama semua aset milik suami Pemohon baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai
dengan bukti P.4, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, yang telah
dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya mempunyai nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah membuktikan bahwa
antara F**** Bin A*** dengan K**** Binti M**** adalah pasangan suami istri
sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah membuktikan
bahwa kedua orang anak Pemohon dengan almarhum F**** Bin A*** masih
di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah membuktikan bahwa
F*** Bin A*** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2014 karena
kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah
menghadapkan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya telah
memberikan kesaksiannya yang saling berhubungan satu sama lain dan

semuanya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :
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o Bahwa Kevin Ciutranensal dan K** B**** C*** gdglah anak kandung

almarhum F**** Bin A**** dengan K**** Binti M****;

o Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama F**** Bin A****;

o Bahwa F**** Bin A**** telah meninggal dunia pada tanggal 17
Agustus 2014 karena kecelakaan lalu lintas;

o Bahwa almarhum F**** Bin A**** dengan K*** Binti M**** dikaruniai 2
orang anak yang masih di bawah umur;

o Bahwa sejak F**** Bin A**** meninggal dunia, kedua orang anaknya
dipelihara oleh Pemohon dengan baik sampai saat ini;

o Bahwa Kevin Ciutranensal dan K*** B**** C*** ggngat memerlukan
hak perwalian demi masa depan serta demi menjamin kesejahteraan
dan perlindungan hukum, dan untuk merubah atau membalik nama
semua aset milik suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan kedua orang saksi
tersebut dipandang memenui syarat formil karena telah mengankat sumpah
dan telah memberikan kesaksiannya di persidangan, serta telah memenuhi
syarat materiil karena keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya
dan ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai maksud ketentuan Pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan ini bersesuaian dengan
ketentuan Pasal 1 huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa
perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan
atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua
masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengenai
perwalian dapat dirumuskan sebagai berikut :
= Bahwa perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang meliputi

perwalian terhadap diri dan harta kekayaan ;
= Bahwa wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang

sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik ;
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= Bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta serta memberikan
bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa
depan anak yang berada di bawah perwaliannya ;

= Bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada
di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur
21 tahun atau telah kawin, dan mengganti kerugian yang diambil sebagian
akibat kesalahan atau kelalaiannya ;

= Bahwa dalam perwalian harus menghormati hukum yang berlaku bagi
orang yang berada di bawah perwaliannya karena itu untuk memberi
kepastian hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Pemohon yang bernama Kevin
Ciutranensal dan K*** B**x* Crxxx masih di bawah umur karena itu Pemohon
sebagai ibu kandungnya dapat diangkat sebagai wali terhadap anak-anaknya
tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum
dan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan kedua orang
anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama sebagai
lembaga peradilan yang mempunyai wewenang absolute terhadap
permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari
kedua orang anak bernama Kevin Ciutranensal dan K*** B*** C**++* yang
belum dewasa, dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat menjadi
wali dengan pertimbangan Pemohon sebagai ibu kandungnya telah
dipercayakan oleh pihak keluarga untuk menjadi wali dan sepanjang
persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menyebabkan tidak
terpenuhinya syarat-syarat sebagai pemegang hak wali sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan memenuhi
syarat sebagai wali dari kedua orang anaknya tersebut, maka Pemohon waijib
untuk mematuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang seorang wali

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat ( 3 ), ayat ( 4 ) dan ayat ( 5 ) serta
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Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum,
oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 )
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (K*** Binti M****) sebagai wali dari anak
kandungnya bernama:
2.1 K¥** C¥* Bin F*** (umur 5 tahun/ lahir tanggal 22 Nopember
2010),
2.2 K¥&*x Brkx Crreek Bingi F***(umur 3 tahun/ lahir tanggal 3 Oktober
2012);
3. Menetapkan Pemohon (K*** Binti M****) dapat mewakili kedua anak
kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa
pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal
14 Syawal 1437 H., oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis,
Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri,
S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Agussalim Razak, S.H., sebagai panitera pengganti serta Pemohon.
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Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota l, Hakim Anggota I,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Agussalim Razak, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya ATK Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp  85.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

I
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